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SALINAN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat, perlu menata kembali organisasi dan tata
kerja pada Universitas Negeri Yogyakarta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
pada huruf a, perly menetapkan Peraturan Menleri
Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universilas Negeri Yogyakarta:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenlang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoresia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Lembaga Layanan Umum (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 48
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pamerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomar 23, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas
Peraluran Pemenntah Nomer 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indongsia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
S157),



4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan  Presiden Namor 24 Tahun 2010 lenlang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kemenlerian Negara seria

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Esslon |

Kemenlerian Negara, sshagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010:

6. Keputusan Presiden Momor 84/P Tahun 20089 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu lI;

:.'.."1

Memperhatikan: Persetujuan Menterl Negara Pandayagunaan Aparalur Negara
dan Reformasi Birokrasl dalam sural Nomor B/1437/M.PAN-
RB/6/2011 tanggal 7 Juni 2011;

MEMUTUSKAN.
Menetapkan ° PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA.
BAB |

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1

(1) Universitas Negen Yogyakarta selanjutnya dalam Peraturan Menten ini disebut
UNY.

(2) UNY merupakan perguruan linggi yang diselenggarakan oleh Kemenlerian
Pendidikan Masicnal yang berada di bawah dan berlanggung jawab Kepada
Menteri Pendidikan Nasional dan secara fungsional dibina oleh Direklur Jenderal
Pendidikan Tingyi Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 2

(1) UNY terdin atas:
a. Reklar sebagai organ pengelola;
b Senat Universitas sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan
pengawasan akademik;
¢. Saluan Pengawas Inlemal sebagai organ yang menjalankan fungsi
pengawasan non akademik; dan
d, Dewan Perlimbangan sebagai organ yang menjalankan fungsi perimbangan
non akademik.
(2) Reklorsebagai organ pengelota UNY dipimpin elah Rektor.
(3) Ketentuan leblh lanjut mengenai Senat Universitas, Saluan Pengawas. Internal,
dan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢,
dan huruf d distur dalam statuta UNY
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Pasala

Reklor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (1) huruf a terdiri atas:

a.  Reklor dan Wakil Rektor:

b, Bire!

© Fakultas,

d Lembaga;

o Unil Pelaksana Teknis; dan

f.  Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha

Bagian Pertama

Reklar
Hasal 4

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakal serta
membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan
lingkungan,

Fasalh

Dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Reklor

menyelenggarakan fungsi;

4. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan linggj;

b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan iimu pengefahuan,
taknologl, seni, dan/atau olah raga,

c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakal;

d. pelaksanaan pambinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
dan

e pelaksanaan keglatan layanan administratif.

Bagian Kedua
Wakil Rektor

Pasalb

(1) VWakil Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Wakil Reklor terdin atas:
a  Wakil Rektor Bidang Akademik, yang selanjulnya disebut Wakil Rektor |;
b, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, yang selanjutnya
disebut Wakil Rektor I1;
c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. yang selanjulnya disgbut
Wakil Rektor I '
d. Wakil Rektor Bidang Kerjasama yang selanjulnya disebut Wakil Rektor |V.
{3) Wakil Rekior | mampunyal tugas membanlu Rektor dalam memimpgin
pengelotaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



(4) Wakil Rektor Il mempunyai tugas membantu Reklor dalam memimpin
pengelolaan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, Kkeuangan,
dan Kepegawaian.

(5) Wakil Rektor Il mempunyai tugas membaniu Rektor dalam memimpin
pengelolaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

{(8) Wakil Rekler IV mempunyali tugas membantu Rekter dalam memimpin
pengelolaan kerja sama

Bagian Keliga
Biro

Pasal 7

(1) Biro sebagaimans dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelaksana
administrasi UNY yang menyelenggarakan pelayanan leknis dan administratit
kepada seluruh unsur di lingkungan UNY.

(2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang berlanggung jawab kepada Rektor.

(3) Biro terdin atas:

a. Biro Akademik, Kemahasiswdan, dan Informasi. dan
b. Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

(4) Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi dalam pelaksanaan lugas
sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor |-

(S) Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan dalam pelaksanaan lugas sehari-har
dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Il

Pasal 8

Giro Akademik, Kemahasiswaan, dan Infurmasl mempunyal tugas miemberikan
layanan di bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, dan Informasi,

Fasal 8

Delam melaksanakan lugas sabagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Bito Akademik,
Kemahasiswaan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a  pelaksanaan administrasi akademik;

b. pelaksanaan adminisirasi kemahasiswaan dan alumni;

¢ pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pelayanan informasi,

Pas=al 10

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi terdini alas:
a. Bagian Akademik;

b. Bagian Kemahasiswaan :

¢. Bagian Informasi; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsiopal,

Pasal 11

Bagian Akademik mempunyal tugas melaksanakan administiasi pendidikan,
penelilian, dan pengabdian kepada masyarakal serta kegiatan kerja sama.



Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Haglan

Akademik menyelenggarakan fungsi,

a. pslaksanaan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakal,

b. pelaksanaan registrasi dan statistik:

¢ pengelolaan sarana akademik; dan

d. pelaksanaan administrasi kegiatan kerja sama.

Pasal 13

Bagian Akademik terdiri atas:

a. Subbagian Akademik;

b. Subbagian Registrasi dan Stalistik: dan
c. Subbagtan Sarana Akademik,

Fazal 14

{1) Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan,
penelitian, dan pangabdian kepada masyarakat serta Kegiatan kerja sama di
lingkungan UNY.

(2) Subbagian Registrasi dan Stalislik mempunyai tugas melakukan registrasi dan
statistik.

{3) Subbagian Sarana Akademik mempunyai tugas méelakukan pengelolaan sarana
akademik,

Pasal 15

Bagian Kemahasiswaan mempunyal tugas melaksanakan administrasi
kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian
Kemahasiswaan manyeienggarakan fungsi:

a. pelaksanaan administrasi dii bidang minat. bakal, dan penalaran
kemahasiswaan;

pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan,

pelaksanaan layanan kesejahtaraan mahasiswa,

pelaksanaan pengelolaan informasi kemahasiswaan: dan

pelaksanaan administrasi alumni.
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Pasal 17

Bagian Kemahasiswaan terdiri alas:

2. Subbagian Minat dan Penalaran Maliasiswa;

b. Subbagian Pelayanan Kesejahleraan Mahasiswa;

¢ Subbagian Layanan Informasi Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 18

(1) Subbagian Minat dan Penalaran Mahasiswa mempunyai tugas melaksanakan
administrasi minal, bakat, dan penalaran.



(2) Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa mempunyali  tugas
melaksanakan administras! keglatan mahasiswa dan layanan kesejahteraan

mahasiswa.

(3) Subbagian Layanan Informasi Kemahasiswaan dan Alumni mempunyal tugas
melakukan pangelelaan dan pemberian layanan informasi kemahasiswaan dan
alumni.

Pasal 189

Bagian Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan layanan
informasi akademik dan non-akademik,

Pasal 20

Calam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian

Inforrmasi menyeianggarakan fungsi.

4. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi akademik dan non-akademik:

b, pelaksanaan analisis dan panyajian data dan informasi akademik dan non-
akademik;

¢ pemberan layanan informasi akademik dan non-akademik.

Pasal 21

Bagian Informas: terdin atas:
a. Subbagian Informas) Akademik; dan
b. Subbagian Informasi Non-akademik,

Pasal 22

(1) Subbagian Infarmasi Akademik mempunyai lugas melakukan pengumpulan,
pengolahan, penyajian, dan pemberian layanan data dan informasi akademik.

(2) Subbagian Informasi Non-Akademik mempunyai ftugas melakukan
pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemberian layanan dala dan
infarmasi non-akademik.

Pasal 23

Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai fugas melaksanakan urusan
parencanaan, Keuangan, Kepegawaian, barang milik negara, kelatausahaan,
kerumahtanggaan, dan Ketatalaksanaan.

Fasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Urmum,
Perencanaan, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan perencanaan, '

pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi;

pelaksanaan urusan kepegawaian,

pelaksanaan urusan barang milik negara,

pelaksanaan urusan kelatausahaan,

pelaksanaan urusan hukum, ketatalaksanaan, dan hubungan masyarakal, dan
pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.
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Pasal 25

Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan lerdir alas:;

Bagian Umum, Hukum, Tala Laksana, dan Perlengkapan;
Bagian Kepegawaian;

Bagian Perencanaan;

Bagian Keuangan dan Akuntansi; dan

kelempok Jabatan Fungsional.

pas o

Pasal 26

Bagian Umum, Hukum. Tata Laksana, dan Perlengkapan mempunyai tugas
melaksanakan urusan kerumahtanggaan, ketatausahaan, hukum, ketatalaksanaan,
dan perlengkapan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Umum,
Hukum, Tata Laksana, dan Periengkapan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan Kelatausahaan;

b pelaksanaan urusan kerumahtanggaan:

c. pelaksanaan urusan hukum dan kelatalaksanaan: dan

d. pelaksanaan urusan barang milik negara.

1]

Pasal 28

Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Perlengkapan terdiri atas:
a. Subbagian Tala Ussha dan Kearsipan,

b. Subbagian Rumah Tangga;

¢ Subbagian Hukum dan Tata Laksana, dan

d. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 20

(1) Subbbagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan
persuralan, kearsipan, keprotokolan, dan dokumentasi.

(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai lugas melakukan urusan keamanan,
keterliban, keindahan, kebersihan, pengaluran penggunaan sarana kantor,
pemeliharaan dan parawatan barang millk negara serta rapat dinas dan
upacara

(3) Subbagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai lugas melakukan urusan
peraturan’ perundang-undangan, hukum, kelatalaksanaan, dan hubungan
masyarakal.

(4) Subbagian Periengkapan mempunyai lugas melakukan urusan perencanaan
kebuluhan, pengadaan, penyimpanan, pendistiibusian, inveplansas), dan
penghapusan barang milik negara,

Pasal 30

Bagian Kepegawaian mempunyal tugas melaksanakan urusan kepogawaian,



Pasal 31

Dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian

Kepegawalan manyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan farmasi dan fencana pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan,;

b. pelaksanaan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya;

. pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan:

d. pelaksanaan urusan disiplin dan pemberhentian pendidik dan  tenaga
kependidikan, dan

2. pelaksanaan administrasi kepegawaian lainnya.

Pasal 32

Bagian Kepegawaian terdin atas:
a, Subbagian Tenaga Akademik; dan
0. Subbagian Tenaga Administrasi.

Pasal 33

(1) Subbaglan Tenaga Akademik mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi
dan repcana pengembangan serla pengadaan, pengangkalan, mulasi,
pengembangan, disiplin, pemberhentian, dan administrasi kepegawaian tenaga
gakademik dan tenaga penunjang akademik.

{2) Subbagian Tenaga Administrasi mempunyai tugas melakukan penyusunan
formasi dan rencana pengembangan serta pengadaan, pengangkatan, mulasi,
pengembangan, disiplin, pemberhentian, dan administrasl kepegawaian tenaga
administrasi.

Pasal 34

Bagian Perencanaan mempunyal tugas melaksanakan penyusunan rencana,
program, dan anggaran.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian
Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a  pengumpulan dan pengalahan data;

b, penyustunan rencana, pragram, dan anggaran; dan

c. evalusi petaksanaan rencana, program, dan anggaran.

Fasal 36

Bagian Perencanaan terdin alas:
a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran, dan
b. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.

Fasal 37

(1} Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai lugas melakukan
pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan rencana, program, dan
anggaran.



(2) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran mempunyal tugas
malakukan psmeantuuan dan evaiuasl peinkspnaan program dan angaaran serta
penyusunan laporan kinena.

Pasal 38

Bagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai lugas melaksanakan pengelolaan
Keuangan dan urusan akuntans).

Pasal 39

Dalam relaksanakan tugss sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian
Keuangan dan Akuntansi menyelengaarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan pembiayaan;

b pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan

¢. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 40

Bagian Keuangan dan Akuntansi terdiri atas:

a. Subbagian Pendapatan Negara Bukan Pajak;

b. Subbagian Non-Pendapatan Negara Bukan Pajak: dan
¢, Subbagian Akunlansi dan Pelapaoran,

Pasa_l-#!

(1) Subbagian Pendapalan Negara Bukan Pajak mempunyal tugas melakukan
urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan
partanggungjawaban anggaran pendapatan negara bukan pajak.

(2) Subbagian Non-Pendapatan Negara Bukan Pajak miempunyai lugas melakukan
urusan  pembiayaan, penernmaan, penyimpanan, pembayaran, dan
pertanggungjawaban anggaran non-pendapatan negara bukan pajak.

(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai lugas melakukan pencatatan,
pembukuan, evaluasi, dan penyusunian laporan keuangan dan barang mifik
negara,

Pasal 42
Kelompek Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dan
Hasal 25 huruf e mempunyai lugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas
{abatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan:

Bagian Keempat
Fakultas

Pasal 43

Fakullas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ merupakan unsur pelaksana
akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Reklor.



Pazal 44

Fakullas lerdini alas:

Fakullas llmu Pandidikan;

Fakulltas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam:
Fakultas Bahasa dan Seni;

Fakullas limu Sosial;

Fakultas Teknik;

Fakuitas limu Keolahragaan;

Fakultas Ekonomi, dan

Program Pascasarjana
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Pasal 45

Fakultas mempunyai lugas mengkoordinasikan dan malaksanakan pendidikan
dalam salu slau sejumlah ecabang iimu pengatahuan, teknologl, senl dan/atau
olatiraga.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Fakultas

menyelenggarakan fungsi:

2. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakullas,

b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni
danfatau vlahraga,

t. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakal,

d. pelaksanaan pembinaan sivilas akademika; dan

& pelaksanaan urusan lata usaha,

Pasal 47
Fakultas terdin atas:
a. Dekan dan Wakil Dekan;
b. Senal Fakullas,
c. Baglan Tala Usaha,
d. Jurusan: dan
e. Laboratorium/Bengkel/Studio.
Pasal 48

(1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan.
(2) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan _
(3) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan

Pasal 49

Wakil Dekan terdiri atas:

a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama yang selanjulnys disebut Wakil
Deran |;

b. Wakil Dekan Bidang Administrasl Umum dan Keuangan yang selznjutnya
disebut Wakil Dekan |I;



c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumnl van i
Wakll Bean | y ] yang selanjutnya disebut

Pasal 50

(1) Wakil Dekan | mempunyai lugas mambantu Dekan dalam meamimpin
pelaksanaan pendidikan, penelilian, pengabdian kepada masyafﬁkal, dan kerja
Sama.

(2) Wakil Dekan |l mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin
pelaksanaan kegiatan di bidang adminisirasi umum, perencanaan, keuanasn
dan kepegawaian. o

(3) Wakil Dekan [l mempunyal lugdas membantu¥Dekan dalam memimpin
pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Pasal &1

(1) Senal Fakultas' mempunyai tugas memberikan partimbangan dan melakukan
l;_ﬁe:giawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan
“akullas

{2) Keientuan lebih lanjut mengenai Senal Fakultas diatur dalam statula,

Pasal 52

(1) Eag‘r,an Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan
akultas;

(2) Bagan Tata Ussha dipimpin oleh sedrang Kepala yang bertanggung jawab
kepaaga Dekan,

Fasal 53

Bagian_ Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan  akadenik,
kemahasiswaan, perancanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, Kearsipan,
kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Fakultas.

Fasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Tata
Usaha menyelenggarakan fungsi. '
pelaksanaan urusan akademik di lingkungan Fakullas,

pelaksanaan wrusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas;
pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan Fakultas;
pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Fakullas; dan

pelaksanaan urusan ketatausahaan, Kerumahtanaqgean, dan perengkapan di
lingkungan Fakultas '
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Pasal 55

Bagian Tala Usaha pada Fakullas limu Pendidikan, Fakullas llmu Matematika dan
limu Pengetahuan Alam, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas llmu Sosial, Fakultas
Teknik, dan Fakultas Keolahragaan terdiri atas:

a Subbagian Pendidikan;



Subbagian Keamahasiswaan dan alumni;
Subbagian Umum, Kepegawalan, dan Perlangkapan, dan
Subbagian Keuangan dan Akuntansi.

ane

Pasal 56

{1} Subbagian Pendidikan mempunyal tugas melakukan administrasi pendidikan,
penalitian, dan pengabdian kepada masyarakal.

{2) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai  tugas melakukan
administrasi kemahasiswaan dan alumni.

(3) Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan mempunyai lugas
melakukan urusan Ketatausahaan, kerumahlanggaan, Kepegawaian, dan
perlengkapan,

(4) Subbagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan
perencanaan, Keuangan, dan akuntarisi,

Fasal 57

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ekonomiterdiri atas:
a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan: dan
b, Subbagian Umum,

Pasal 58

(1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai lUugas melakukan uusan
akademik dan kemahasiswaan serta alumni,

{2} Subbagian Umum mempunyai tugas malakukan urusan perencanaan, keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.

Pasal 59

{1) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu)
rumpun disiplin iimu pengetahuan, teknolog), seni, dan/atau olahraga.

(2) Jurusan dipimpin oleh secrang Ketus Jurusan yana bertanggung jawab kepada
Dekan.

(3) Kelua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sékretans
Jurusan,

(4) Kelua dan Sekrelaris Jurusan diangkal dan diberhentikan oleh Rektor atas usul
Dekan

Fasal GO

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik danfalau vokasi
dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, danfatau olahraga.

Pasal 81

Junssan terdin atas:

a. Ketua Jurusan;

b, SBekretaris Jurusan, dan

c.  Kelompok Jabatan Fungsional Dosan,



(1)

(2)
(3)

(1)
(@)

Pasal 62

Kelompaok Jabatan Funusional Dosen merupakan kelompok pendidik profesional

dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui
pendidikan, penelitian, dan pengabdian Kepada masyarakal

Dosan bertanggung jawab kepada Dekan melalul Kstua Jurusan

Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 83

Laboratorium/Bengkel/Studio  merupakan perangkat penunjang pelaksanaan

pendidikan pada Jurusan di lingkungan Fakullas

Labuoratoriurm/Bengkel/Studio  dipimpin oleh seorang tenaga fungsienal yang

keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu

S—;ﬂr;getahua_ﬁ. teknolngi. senl, dan/atau olaiwaga serta bertanggung jawab kepada
an.

Pasal 64

Laboratorium/Bengkel/Studio mempunyal tugas melakukan kegiatan dalam cabang
iimu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga sebagal penunjang pelaksanaan
tugas Jurusan di lingkungan Fakullas,

(M

(2)
(3)
(4)
(5)

Pasal 65

Program Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik  yang
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNY yang berada di bawah dan
Bertanggung jawab kepada Reklor.

Program Pascasarjana mempunyal lugas melaksanakan pendidikan program
magister dan program doktor untuk bidang iimu interdisipliner.

Pendidikan program magisler dan program doklor unluk bidang ilmu
monodisipliner diselenggarakan di jurusan yang memenuhi syarat.

Program Pascasarjana dipimpin oleh Direklur yang bertanggung jawab kepada
Rektor.

Program Pascasarjana terdirl atas:

a Direktur dan Asisten Direklur; dan

b. Subbagian [ata Usaha.

Paszl 66

Direktur Program Pascasarjana dibantu oleh 2 {dua) orang Asisten Direktur yang
terdini dari Asisten Direklur Bidang Akademik dan Asisten Direktur Bidang
Administrasi Umum,

Asiglen Direklur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjuinya
disebul Asisten Direklur | mempunyal lugas membantu Direktur dalam
memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat serta urusan kemahasiswaan,



(3) Asisten Direktur Bidang Adminislrasi Umum yang selanjutnya disebut Asisten
Biraktur Il mempunyal tugas membaniu Direkiur dalam memimpln pelaksanaan
keglatan di bidang keuangan dan administrasi umum

(4) Direktur Program Pascasarjana dan Asisten Direktur diangkat dan diberhentikan
olah Rektor.

Pasal 67

(1) Subbagiqn Tala Usaha mempunyal ltugas melakukan urusan akademik,
Kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan,
kerumahtanggaan, dan periengkapan di lingkungan Program Pascasarjana,

(2) gubhagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada
irekiur.

Bagian Kelima
Lembaga

Pasal 68

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur
pelaksana akademik di bawah Reklor yang melaksanakan sabaglan tugas dan
fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan
pendidikan, dan penjaminan mutu.

(2) Lembaga dipimpin vleh seorang Kelua yang bertanagung jawab kepada Rektor.

(3) EEEUS Lembaga dalam melaksanakan tugasnya dibaniu oleh seorang Sekretarnis

embaga,

(4) Kelua dan Sekrelaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

{(3) Lembaga terdin atas:

a. Lembaga Penelilian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
b. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 62

Lembaga Peneliian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyal tugas
melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Lembaga
Penelilian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, menyelenggarakan fungsi.
penyusunan rencana, program, dan anggatan Lembaga,

pelaksanaan penelilian iimiah murni dan terapan,

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

pelaksanaan publikasi hasil penelilian dan pengabdian kepada masyarakat;
peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
sesual dengan kebutuhan masyarakat, dan

palaksanaan urusan administrasi Lembaga.

®pooe

——



Fasal 71

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakal terdiri atas:

a. Helua,

b, Sakrelarns,

©. Baagan Tata Usaha,

d. Pusat dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 72

(1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pélayanan administrasi di lingkungan
Lembaga.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab
nepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakal melalui
Sekretaris Lembaga, '

Pasal 73

Bagian Tala Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan,
weuangan, Kepegawalan, persuratan, kearsipan, kerumahlanggaan, dan
perlengkapan serla penyusunan data dan informasi penelitian dan pengabdian
“epada masyarakal.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73. Bagian Tata

Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan dala penglitisn dan pengabdian kepada
masyarakal,

o pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;

¢ pelaksanaan dokumenlasi dan publikasi hasil peneliian dan pengabdian kepada
masyarakat;

d. pembenan layanan Informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada

masyarakal;

pelaksanaan urusan pemerolehan hak kekayaan intalektual (HKI) hasil penelitian;

dan

f peiaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persiralan, Kearsipan,
kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Lembaga

i

Fasal 75
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a.  Subbagian Umum;
0. Subbagian Program; dan
¢ Subbagjan Data dan Informasi.
Pasal 76

{1) Subbagian Umum mempunyal tugas melakukan urusan kelatausaliaan,
kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawalan, dan keuangan.



(2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana,
program, kegiatan, dan anggaran peneliian dan pengabdian kepada
masyarakat

(3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
pengolahan dafa serta layanan informasi peneliian dan pengabdian kepada
masyarakat.

Pasal 77

(1) Pusal mempunyai lugas melaksanakan kegiatan peneliian/pengkajian dan
pengabdian kepzda masyarakat sesuai dengan bidangnya.

(2) Pusal dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua
Lembaga Penslitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(3) Kepala Pusal berasal dari tenaga fungsionaliieknis yang memenuhi syarat sesual
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan,

(4) Kepala Pusal diangkat dan dibsrhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga.

(5) Pembentukan dan penulupan Pusal dilakukan ¢leh Reklor sesuai dengan
kebuluhan -

Paszal 78

(1) Kelompok Jabatan Fungsfonal terdin atas sejumlah dosen dan/atau tenaga
fungsional lainnya dalam jabatan fungsional yang terbagl dalam berbagai
kelompok bidang ilmu ' '

(2) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kefja.

(3} Jenis dan jenjang Jabalan Fungsional distur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 79

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai lgas
melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan keglatan
pengembangan dan penjaminan mulu pendidikan serta pembinaan profesi.

Pasal B0

Dalam malaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Lembaga
Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi.
peEAYUsSUNEGN rencana, program, dan anggaran Lembaga;

pelaksanaan pengembangan pendidikan dan profesi,

pelaksanaan pehgembangan sistem penjaminan mutu pendidikan,

pelaksanazn penjaminan mutu pendidikan; dan

pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

monow

Pasal 81

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas:

a.  Kela;

b.  Sekrelans;

c. Bagran Tata Usaha;

d. Pusat dan

2. Kelompok Jabatan Fungsionat,



Pasal 82

(1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan

~ Lembaga.

{2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab
kepada Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui
Sekretaris Lembaga.

Pasal 83

Bagian Tala Usaha mempunyal tugas melaksanakan urusan perencanaan,
keuangan, kepesgawaian, persuratan, Kearsipan, Kerumabilanggaan, dan
perlengkapan serta panyusunan data dan informasl pengembangan, penjaminan
muty pendidikan, dan pembinaan profesi,

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Tala

Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pengembangan, penjaminan
mutu pendidikan, dan pembinaan profes,

b. pelaksanaan penyusunan rencana, pregram, kegiatan, dan anggaran,

¢. pelaksanaan dokumenlasi dan publikasi hasil pengembangan, penjaminan muty
pendidikan, dan pembinaan profesi;

d. pemberan layanan informasi di bidang pengembangan, penjaminan mutu
pendidikan, dan pembinaan profesi; dan

e pelaksapaan urusan Kkeuangan, kepegawaian, persuratan,  kearsipan,
kerumahtanggaan, dan perdengkapan di lingkungan Lembaga.

Pasal 85
Baglan Tata Lisaha terdin alas:
a. Subbagian Umum;
b. Subbagian Program, dan
¢. Subbagian Data dan Informasi
Pasal 86

(1) Subbaglan Umum mempunysai lugas melakukan urusan ketatausahaan,
kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, dun kevangan,

(2) Subbagian Program mempunyai lugas melakukan panyusunan rencana,
program, keaiatan, dan anggaran pengembangan; penjaminan mutu pendidikan,
dan pembinaan profesi.

(3) Subhagian Data dan Informasi mempunyai lugas melakukan pengumpulan dan
pengolshan data serfa layanan informasi pengembangan, penjaminan mulu
pendidikan, dan pembinaan profesi.

Pasal 87

(1) Pusal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran
dan penjaminan mulu penditdikan sesuai dangan bidangnya.



(2
(3)
(4)

(5)

(1)

2)
(3)

(1)

2}
3}

Pusal dipimpin oleh searang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kelua
Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Kepala Pusal berasal dari lenaga fungsionsl/leknis yang memenuhi syarat sesual
dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.

Kepala Pusal diangkal dan diberhentikan gleh Reklor atas usul Ketua Lembaga.
Pambentukan dan penutupan Pusat diakukan oleh Rektor sesuai dengan
kehutuhan.

Pasal 88

Kelompok Jabatan Fungsional terdin atas sejumiah dosen dan/alau lenaga
fungsional lainnya dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok bidang limu

Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang Jabalan Fungsional dialur sesual dengan ketenluan peraluran
perundang-undangan

Bagian Kesnam
Unit Pelaksana Teknis

Fasal BS

Unit Palaksana Teknis sebagalimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufl e merupakan
unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan lridharma di
lingkungan UNY.

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab
kepada Reklor.

Kepala Unil Pelaksana Taknis diangks! dan diberhentikan olah Rektor.

Pasal 90

Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:

a
b
C.
d
g

(1)
(2)
3

Perpustakaan;

Pusat Komputer;

Layanan Bimbingan dan Konseling;
Layanan Kesehalan; dan

Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum.

Pasal 91
Perpustakaan merupakan unil pelaksana teknis di bidang perpuslakaan.
Perpusiakaan dipimpin oleh secrang Kepala

Kepala Perpustakasn bertanggung jawab kepada Reklor dan dikoordinasikan oleh
Wakil Rektor 1.

[Fasal &2

Parpustakaan mempunyai lugas melaksanakan pemberian layanan kepuslakaan untuk
seperiuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakal.



Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Perpustakaan
menyelanggarakan fungsi.

m e o

penyusunan rencana kebuluhan dan penyediaan bahan pustaka;
pengalahan bahan pustaka, i

pembenan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
pemeliharaan bahan pustaka; dan

pelaksanaan urusan tata usaha Perpustakaan.

Pasal 94

Ferpustakaan terdini atas

8.
b
c.

(1)

(2)

(1)

(2}
(3}

Kepala,
Subbagian Tata Usaha; dan
#elompok Jabatan FungsionaliTenaga Teknis.

Pasal 85

Subbagian Tala Usaha mempunyal tugas melakukan urusan penyusunan rencana
Kebutuhan, penyediaan, pengolahan, dan pemberian layanan puslaka seris urusan
keusngan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dan  Kerumahlanggaan
Perpustakaan.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung |awab
repada Kapala Perpustakaan.

Pasal 96

Pusal Komputer yang selanjutnya disingkat Puskom merupakan unit pelaksana
tekms di bidang pengolahan data.

Puskom dipimpin oleh seorang Kepala.

Kepala Puskom bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil
Rektaor |

FPasal'97

Puskomn mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan
pemeliharaan |aringan sistem informasi serta memberikan layanan teknologi
informasi untuk program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Puskom
menyelenggarakan fungsi

a.

b.
c

d

péngembangan sistem informasi;

pengelolaan dan pemeliharaan jaringan sistem informasi;

pemberian layanan teknnlogl informasi untuk pendidikan, penslitian, dan
pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNY, dan

pelaksanaan urusan tata usaha Puskom.



Pasal 09

Puskom terdirl atas:

2 HKepala;

b. Subbagian Tata Usaha; dan

¢ Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis,

Pasal 100

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai lugas melakukan urusan penyusunan rencana,
grugram. keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dan kerumahlanggaan
uskom,
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh ssorang Kepala yang bertanggung jawab
kepada Kepala Puskom.

Fasal 101

(1) Layanan Bimhingan dan Konseling yang selanjutnya disingkat LBK merupakan
unit pelaksana teknis- di bidang layanan bimbingan konseling bagl mahasiswa,
dosen, dan lenaga kependidikan

(2) LBK dipimpin cleh seorang Kepala.

(3) EEEBMILHK bertanggung jawab kepada Reklor dan dikoordinagikan oleh Wakil

extar

Pasal 102

LBK mempunyail tugas melaksanakan pembenan bimbingan dan konseling bagi
mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan serta masyarakat

Fasal 1032

Dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, LBK
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemberian bimbingan dan konseling; dan

b. pelaksanaan urusan tata usaha LBK

Pasal 104

LBK terdiri atas:

a. Repals,

b. Subbagian Tata Usaha; dan

¢. Kelompok Jabatan FungsionaliTenaga Teknis:

Pasal 105

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rancana,
program, keuangan, kepegawaian, persuralan, kearsipan, dan kerumahlanggaan
LBK.

(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh secrang Kepzla yang berdanggung jawab
kepada Kepala LBK.



Pasal 106

(1) Layanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat LK merupakan unit pelaksana
leknis di hidang pemberian layanan kesehalan.
(2) LK dipimpin cleh secrang kepala.
(3) geia}a”LK bertanggung jawab kepada Reklor dan dikoordinasikan oleh Wakil
ektor 1.

Pasal 107

LK mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan kesehatan bagi mahasiswa,
dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan UNY

Pasal 108

Dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Layanan
Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a pemberian layanan kesehalan:

b konsultasi kesehatan; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha LK.

Pasal 109

LK terdin atas:

a Kepala;

b. Subbagian Tala Usaha; dan

¢. Kelompaok Jabatan FungsionaliTenaga Teknis.

Pasal 110

(i) Subbagian Tata Usaha mempunyal tugas melakukan urusan penyusunan rencana,
program, kKeuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dan Kerumahtanggaan
LK

(2) Subbagien Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang beranggung jawab
kepada Kepala LK.

Pasal 111

(1) Layanan Konsullasi dan Banluan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH
merupakan unit pelaksana taknis di bidang layanan konsultasi dan bantuan
hukurm.

(2) LKBH dipimpin oleh secrang Kepala.

(3) Kepala LKBH bertanggung jawab kepada Reklor dan dikoordinasikan oleh Wakil
Rekior |

Pasal 112

LKEBH mempunyal tugas melaksanakan pembenan layanan konsultasi dan bantuan
hukum kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta masyarakat.



Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, LKBH

menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian layanan konsullasi dan bantuan hukum bagi dosen, karyawan, atau
mahasiswa yang menghadapl masalah;

b. penyuluhan hukum bagi segenap civitas akademika, karyawan, dan masyarakat:
dan

©. pelaksanaan urusan tata usaha LKBH.

Pasal 114

LKBH terdin atas:

a HKepala

b. Subbagian Tata Usaha; dan

¢ Kelompok Jabatan FungsionaliTenaga Teknis.

Fasal 115

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai lugas melakukan urusan penyusunan rencana,
program, keuvangan, Kepegawalan, persuralan, kearsipan, dan kerumahtanggaan
LKBH.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab
kepada Kepala LKBH, '

Pasal 116

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Fasal 84
huref c, Pasal 89 huruf ¢, Pasal 104 hurul ¢, Pasal 102 huruf ¢, dan Pasal 114 huruf ¢
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesual dengan ketenluan peraturan
penindang-undangan.

Bagian Ketujuh
Badan Pengelolaan dan Fengembangan Usaha

Fasal 117

Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf f mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan
unit usaha dan mengaptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan UNY.

Pasal 118

Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Badan
Pengelolaan dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungst:

pelaksanaan penyusunan program,

pelaksanaan pengelolaan unit usaha di lingkungan UNY,

pelaksanaan pengembangan unit usaha;

pelaksanaan oplimalisasi sumber-sumber pendanaan UNY,

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit usaha; dan

pelaksanaan penyusunan laporan Badan Pengelolaan dan Pengembangan
Usaha.

—pancwE



Pasal 119

(1) Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha terdiri atas:

a Kalua:
b Sekretaris: dan
c. Anggola;

(2) Dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha dapal
dibentuk Manajer Unit Usaha sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 120

Katua mempunyal tugpas melaksanakan penyusunan program pengelolaan dan
pengembangan bisnis, perumusan kebljakan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan
kegialan pengelolaan dan pengembangan bisnis sera ikut mengusahakan dan
mengendalikan admnistrasi sumber daya yang diperiukan Badan Pengelolaan dan
Pengembangan Usaha.

Pasal 121

Sekretaris mempunyai lugas melakukan penyusunan program pepgelolaan dan
pangembangan bisnis, kebijakan pengslolaan dan pengembangan bisnis, fasilitasi
pelaksanaan pengelolaan ‘dan pengembangan bisnis; penyusunan laporan, dan
urusan admimslrasi pengelolaan dan pengembangan bisnis.

Pasal 122

Anggota mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan bisnis di
lingkungan UNY.

BAB I
ESELONISASI

Pasal 123

(1) Kepalz Biro dan Sekrelans Lembaga adalah jabatan struktural eselon |l.a.
(2) Kepala Bagian adalah jabatan struklural eselon fll.a.
(3) Kepala Subbagian adalah jabatan struklural eselon IV.a.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 124

(1) Seliap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UNY dalam melaksanakan

tugasnya waiib: :

a. menerapkan prinsip koordinasi, intcgrasi, dan sinkronisasi, balk di

lingkungan masing-masing satuan organisast di lingkungan _UNY maupun
dengan instansi lain di luar UNY sesuai dengsn tugasnya masing-masing;



(2)

b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila legadl penyimpangan
supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kelentuan
peraturan perundang-undangar,

c.  mengikuli, mematuhi pelunjuk, dan bertanggung fawab kepada atasan masing-
masing,

d.  menyampaikan laporan berkala lepal pada waklunya; dan

2. bertanggung jawab memimpin dan melakikan kcordinasi dengan bawahan
masing-masing dan memberikan bimbingan <erta pstunjuk bagi pelaksanaan
lugas bawahan.

Seliap pimpinan saluan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan

ogrganisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesual dengan
Kebuluhan dan kewenangannya.

Pasal 125

Wakil Reklor, Dekan, Ketua Lembana, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis,
menyampaikan laporan kepada Reklor dengan tembusan kepada B8ire Umum,
Parencanaan,. dan Keuangan dan satuan organisas! lainnya yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja dengan UNY,

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

(1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari kstentuan Keputusan Menteri

(2)

(1)

(2)

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 274/0/1859 tentang Organisasi dan Tala
Kerja Universitas Negeri Yoagyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Peraluran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Alas Kepulusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
274/0/1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakaria,
masih tetap dilaksanakan sampal dengan organisas! dan tata kena Universitas
Megeri Yogyakarta disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Penyesuaian organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditakukan selambat:lambatnya dalam waklu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya
Peraturan Menteri ini.

Pasal 127

Jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah jabatan
yang sama dengan jabatan Pembantu Reklor sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 lentang Tunjangan Dosen sampai
dengan ditetapkannya peraturan tentang tunjangan jabatan Wakil Rektor

Jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 adalah [abatan
yang sama dengan jabatan Pembantu Dekan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sampai
dengan ditetapkannya peraturan tentang tunjangan jabatan Wakil Dekan.
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BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 128

Perubahan organisasi dan tata kara UNY menurut Peraturan ini, ditetapkan cleh
Menteri Pendidikan Nasional satelah mendapat parsetujuan tertulis dan Menten
yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi.

~ BABWII
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 129

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 274/0/1889 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Negeri Yogyakaria sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Menteri Pendidikan
Masional Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Kepulusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 274/071999 Tentang Organisasi dan Tata Kena
Universitas Negen Yogyakarta dinyatakan fidak barlaku.

Pasal 130
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2011
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD

MOHAMMAD NUH
Salinan sesual dengan aslinya.
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